




Berdasarkan rumusan masalah penulisan hukum ini dan analisis hasil
penelitian, maka dapat ditarik kesimpulan, bahwa penegakan hukum terhadap
pertambangan emas tanpa izin di Kabupaten Kapuas Hulu belum berjalan
dengan baik dan penertiban hanya 2 (dua) kali dilakukan. Hal ini disebabkan
karena adanya hambatan-hambatan sebagai berikut:
1. Kurangnya kesadaran masyarakat penambang liar tentang bahaya yang
ditimbulkan dari kegiatan pertambangan emas terhadap lingkungan, baik
di daerah aliran sungai maupun di darat Kabupaten Kapuas Hulu.
2. Adanya oknum-oknum aparat yang bekerjasama dengan beberapa pelaku
penambang, sehingga ketika penertiban dilakukan terjadi kebocoran
informasi bahwa akan adanya penertiban.
3. Masyarakat setempat kurang berperan serta dalam penertiban sehingga
penertiban tersebut tidak secara berkelanjutan.
4. Tidak adanya jalan melalui darat melainkan hanya melalui perairan dan
untuk sampai ke lokasi dibutuhkan 1 (satu) sampai 5 (lima) hari, sehingga





Di akhir penulisan hukum ini, penulis memberikan saran sebagai
berikut:
1. Perlu adanya penyuluhan tentang bahaya dampak negatif dari kegiatan
pertambangan emas tanpa izin terhadap lingkungan di kabupaten
Kapuas Hulu.
2. Pemerintah daerah perlu memperlancar biaya operasional untuk
mendukung tim penertiban dan penanggulangan melakukan
penertiban.
3. Tim penanggulangan dan penertiban perlu menyelidiki oknum-oknum
tertentu yang ikut bekerjasama dengan para pelaku penambang dan
memberikan sanksi apabila terbukti ikut bekerjasama dan melindungi
para pelaku penambang yang ada di Kabupaten Kapuas Hulu.
4. Perlu adanya peran serta masyarakat setempat dalam melakukan
penertiban.
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